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P U T U S A N 

Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.  

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG 

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu ( Cerai Talak ) pada tingkat 

banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai 

berikut, dalam perkara antara : 

Pembanding, NIK. <No. NIK>, lahir di Midai, 09 Oktober 1958, umur 64 tahun, 

agama islam, Pendidikan S3, Pekerjaan Karyawan Swasta, 

tempat tinggal di----Kabupaten Cibinong, semula disebut 

sebagai Pemonon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, 

sekarang disebut sebagai Pembanding; 

melawan 

Terbanding, tempat/tangal lahir Kotabumi 01 September 1982, umur 40 tahun, 

agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, 

tempat kediaman di----Kabupaten Cibinong. Berdasarkan  

surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2022, 

menguasakan kepada Gillang Gandi Mukthi , SH., MH., dan 

Suprihatin, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum 

S.G & Partner, yang beralamat di ----, Kabupaten 

Cibinong,Kabupaten Bogor, yang terdaftar pada register 

kuasa Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 

1932/Adv/2022/PA Cbn, tanggal 3 November 2022, semula 

disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi, sekarang disebut sebagai Terbanding; 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; 

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan 

perkara ini ; 

DUDUK PERKARA 

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan 

Pengadilan Agama Cibinong Nomor : <No. Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cbn., tanggal 24  

Oktober 2022  Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah. 

SALINAN 
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yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 

Dalam Konpensi.  

1.  Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2.  Memberikan ijin kepada Pemohon  (Pembanding)  untuk menjatuhkan talak  

satu  terhadap  Termohon  (Terbanding) di hadapan Sidang Pengadilan 

Agama Cibinong; 

Dalam Rekonpensi.  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi; 

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat 

Rekonpensi berupa: 

a.  Nafkah selama iddah sejumlah Rp.7.500.000 ( dua juta lima ratus ribu   

rupiah); 

b.  Mut’ah sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah); 

c.  Nafkah lalu/Nafkah Madyah sejumlah Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus 

ribu rupiah); 

3. Menetapkan Hak Asuh Anak/hak hadlonah     lahir tanggal 26 Mei 2013 berada 

dalam asuhan Penggugat Rekonpensi; 

4. Menetapkan biaya hadlanah kepada anak  sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta 

lima ratus ribu rupiah)/bulan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar 

biaya kesehatan dan perdidikan, dan akan bertambah 10% setiap tahunnya; 

5. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk menyerahkan mahar berupa rumah 

yang berlokasi di Kabupaten CIBINONG, sebagaimana yang disebutkan dalam 

mahar perkawinan; 

Dalam konpensi dan rekonpensi. 

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat dalam rekonpensi  untuk 

membayar biaya perkara sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) 

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama, 

yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24  Oktober 2022  Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut 

Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan 

dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan kuasa 

hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding; 

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat 

Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan 
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permohonan banding pada hari Selasa, tangga 1 November 2022 sebagaimana 

tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 

Agama Cibinong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada 

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya disebut Terbanding, pada 

hari Rabu, tanggal 9 November 2022, sebagaimana Relaas Surat Pemberitahuan 

Pernyataan Banding, yang dibuat  oleh  Jurusita  Pengadilan  Agama  Cibinong,  

tanggal  9 November 2022;   

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada hari Selasa, 

tanggal 1 November 2022, sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding, 

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 

<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 1 November 2022, yang pada pokoknya 

memohon kepada Majelis Hakim Tinkat Banding untuk mengabulkan permohonan 

banding Pembanding: 

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberi tahukan dan diserahkan 

kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, sebagaimana 

Relaas Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, yang dibuat  oleh  

Jurusita  Pengadilan  Agama  Cibinong, Nomor 1671/Pdt.G/2021/PA.Bgr, tanggal  

9 November 2022; 

Bahwa, atas memori banding tersebut, selanjutnya Terbanding telah 

menyerahkan kontra memori  banding  pada  hari Rabu, tanggal 9 November 2022, 

sebagaimana  tercantum  dalam  Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding 

yang dibuat oleh Panitera  Pengadilan Agama Cibinong, yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dengan putusan ini, memori banding tersebut pada pokoknya 

memohon, agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang 

memeriksa perkara a quo memutus sebagai berikut : 

1. Menerima kontra memori banding Terbanding untuk seluruhnya; 

2. Menolak memori banding Pembanding untuk seluruhnya; 

3. Menguatkan Putusan Penggadilan Agama Cibinong dengan Nomor Perkara 

<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tertanggal 24 Oktober 2022; 

4. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding; 

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 

kepada Pembanding pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2022, sebagaimana 

Relaas Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, yang 

dibuat  oleh  Jurusita  Pengadilan  Agama  Cibinong,  tanggal  10 November 2022;; 
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Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas 

perkara (inzage) pada hari Rabu, tertanggal 9 November 2022,  namun 

Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), sebagaimana  

Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 

<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cbn. tanggal  24 November 2022; 

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara 

banding (inzage) pada hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2022, dan Terbanding tidak 

melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), sebagaimana  Surat Keterangan 

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 

<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal  24 November 2022; 

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor  W10-

A/3731/Hk.05/XI/2022, tanggal 28 Nopember 2022, yang menerangkan bahwa 

berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 

<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 24  Oktober 2022  Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, yang dimohonkan banding pada 

tanggal 1 November 2022, yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

dengan Surat Pengantar Nomor W10-A20/2692/HK.05/XI/2022 tanggal 24 

November 2022, telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada 

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Nomor  

<No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 28 Nopember 2022, yang tembusannya 

disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding ; 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama 

berkedudukan sebagai pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh 

karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang 

Peraturan Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, 

Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, 

Pembanding mempunyai legal standing  untuk mengajukan permohonan banding; 

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan 

mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Terbanding  

baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat  Banding  telah  memberikan 

kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah  

diperiksa  persyaratannya  ternyata  telah  sesuai  dengan  ketentuan Pasal 4 dan 
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Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Tentang Advokat dan Surat 

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 

ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, 

sehingga kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai  legal standing untuk mewakili 

kliennya dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex factie 

berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, 

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian 

dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang 

selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili 

perkara a quo sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibinong telah berusaha 

mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan 

proses mediasi, dengan mediator Firdaus, SH., yang telah terdaftar pada 

Pengadilan Agama Cibinong, yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri 

oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah berhasil 

sebahagian, sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Mediasi, yang tercantum 

dalam Berita Acara Sidang halaman 19 sampai dengan 21, namun perdamaian 

perceraian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi 

ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung 

RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya 

proses penyelesaian perkara  a quo secara litigatif dapat dilanjutkan; 

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 

<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-

keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya 

keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong, sebagaimana diuraikan 

dalam memori banding Pembanding; 

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, 

Terbanding telah mengajukan kontra memori banding; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari 

dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama 

Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 24 Oktober 2022 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah. Berita Acara Sidang dan 

berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah 
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memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka 

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat 

Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar 

sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan serta 

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun 

tidak sependapat dengan jumlah nominal, karena itu dipandang perlu memberikan 

tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran ( ratio decidendi ), 

sebagaimana diuraikan dibawah ini; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku judex facti akan 

memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau 

satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan 

dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, 

tanggal 16 Desember 1970 juncto  Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 

K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, dan selanjutnya akan mempertimbangkan 

sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini; 

Dalam Konvensi : 

Menimbang, bahwa Pembading telah mengajukan permohonan cerai talak 

atas Terbanding, sebagaimana yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor 

<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cbn., tanggal 25 Juli 2022, dengan alasan bahwa rumah 

tangga Pembanding dan Terbanding, sejak bulan Januari 2008 mulai sering terjadi 

pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Terbanding sering 

memperbesarkan persoalan sederhana sehingga memicu pertengkaran, kurang 

menghormati dan menghargai Pembanding sebagai suami dan susah dinasehati 

oleh Pembanding dan sering keluar rumah tanpa izin Pembanding, yang puncaknya 

terjadi bulan April 2021 keduanya telah terjadi pisah ranjang; 

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak Pembanding tersebut, 

Terbanding telah mengajukan jawabannya sebagaimana tertuang dalam Berita 

Acara Sidang halaman 31 sampai halaman 41, yang pada pokoknya tidak 

keberatan untuk bercerai dengan Pembanding, hanya mengajukan gugatan 

rekonvensi sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan 

rekonvensi ; 

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding mengakuinya bahwa ada 

ketidakharmonisan dalam rumah tangga, oleh karenanya pengakuan Terbanding 

merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 174 HIR.  Atas dasar hal 
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tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa dalil permohonan 

Pembanding tentang keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis telah terbukti 

dan dihubungkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, perlu mendengar keterangan 

saksi-saksi baik dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah 

pihak yaitu dari Pembanding SAKSI I dan SAKSI II dan dari Terbanding LQ dan DS 

di persidangan yang saling bersesuaian,  karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama 

telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat 

Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena 

itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim tingkat Banding; 

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut berujung pada 

terjadinya pisah tempat tinggal (scheiding van tafel en bed) dan tidak saling 

mengunjungi satu sama lainnya sejak  bulan April 2021 atau setidaknya sejak bulan 

April 2022 hingga sekarang, namun keduanya mengakui telah berpisah ranjang 

sampai saat ini, maka dengan adanya fakta tersebut telah mengindikasikan pula 

bahwa hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak lagi berjalan 

sebagaimana mestinya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan 

Pembanding dan Terbanding  telah pecah (broken marriage); 

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan 

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa”,  bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai 

peran yang penting. Apabila  unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan 

maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh; 

   Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri 

dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain 

mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), mutual 

cooperation (saling bekerja sama), mutual inter-dependency (saling 

ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), akan tetapi dalam 

perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak 

terjadi; 

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 

K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan ”Menurut Hukum Islam, 

pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami 
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isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. Al-

qur’an menyebutnya dengan ”Mitsaqan ghalidzan” yaitu suatu perjanjian suci yang 

untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau 

Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) 

bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali 

untuk terwujudnya rumah tangga, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud   

Pasal 19 huruf (f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 

(f) Kompilasi Hukum Islam”;  

 Menimbang,  bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi 

mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin 

bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri 

itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah 

(broken marriage) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat 

Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal 

yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban 

dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap 

dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudlaratan-kemudlaratan yang lebih 

besar bagi para pihak sebagaimana qaidah usul:  

 الضرر يزال 

Artinya kemadlaratan itu harus dihilangkan; 

    Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan 

tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan 

Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 

serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana 

dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21:  

 ازوجا لتسكنو اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذا لك لاية لقوم يتفكرونومن ايته ان خلق لكم من انفسكم 

Artinya: ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”; 

 Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 

1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan ”Bilamana antara suami 

isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcokan secara terus 

menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan 
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mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua 

belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan 

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 

Menimbang, bahwa karena rasa benci diantara suami istri sudah 

memuncak, yang berwujud telah terjadi perselisihan dan pertengkaran  terus 

menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi,  hal ini sejalan dengan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung Nomor: 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi 

hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, 

sudah hidup berpisah dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah 

tangga dengan suaminya, hal itu dipandang sebagai suatu fakta yang telah 

mencukupi sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-

fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil 

Pembanding tentang perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi 

unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jiz. 

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf 

(f) Kompilasi Hukum Islam;  

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas oleh 

karenanya permohonan Pembanding tentang perceraian patut untuk dikabulkan 

dengan memberi izin kepada  Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i 

terhadap Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong; 

DALAM REKONPENSI 

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi 

atas permohonan cerai talak yang dianjukan Pembanding, yang sekaligus menjadi 

jawaban atas permohonan Pembanding, maka akan dipertimbangkan sebagai 

berikut; 

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi Penggugat telah 

diajukan pada saat mengajukan jawaban dan pada waktu yang ditentukan oleh 

perundang-undangan yang berlaku in casu Pasal 132 a dan 132 b HIR, serta hal-

hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara in casu Pasal 

41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  jiz. Pasal 66 ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan  Pasal 149 
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Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat Rekonpensi) 

tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;  

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi 

secara mutatis mutandis termasuk pula merupakan pertimbangan dalam 

Rekonpensi ini; 

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir maka gugatan Rekonpensi pada 

pokoknya Terbanding  mengajukan gugatan agar Pembanding membayar kepada 

Terbanding berupa: 

a. Pembanding akan memberikan nafkah Iddah dalam bentuk uang sebesar 

Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah); 

b. Pembanding akan memberikan nafkah Mut’ah dalam bentuk uang sebesar 

Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah); 

c. Pembanding akan memberikan nafkah tertunda sebesar Rp.60.000.000,-

(enam puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan, diberikan kepada 

Terbanding dari nilai kendaraan/mobil bersama: 

d. Hak Asuh anak angkat laki-laki hasil adopsi diserahkan kepada 

Terbanding; 

e. Biaya pemeliharaan tumbuh kembang anak diluar biaya pendidikan dan 

kesehatan akan diberikan oleh Pembanding melalui Terbanding sebesar 

Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)/bulan, dan setiap tahun bertambah 10%; 

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi sudah ada kesepakatan antara 

Pembanding dan Terbanding, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang 

halaman 19 sampai dengan 21, namun tidak ditaati oleh Pembanding dan 

Terbanding, karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama mengadili kembali gugatan 

rekonvensi Terbanding; 

1. Dalam Nafkah Iddah : 

Meniombang, bahwa Pembading keberatan dengan putusan Majelis 

hakim Tingkat Pertama tentang nafkah iddah sejumlah Rp.7.500.000 ( dua juta 

lima ratus ribu   rupiah) dengan alasan, hanya bekerja dalam satu perusahaan, 

sudah berusia 64 tahun dan sudah pensiun; 

 Menimbang, bahwa terhadap nafkah Iddah, tuntutan nominal Terbanding  

rekonpensi adalah sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta) perbulannya 

sedangkan Pembanding menolaknya dan hanya sanggup memberikan dengan 

nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah, dengan alasan 

dikarenakan finansial Pembanding terbatas dan  sudah pensiun, bahwa saat ini 
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Pembanding hanya memiliki satu pekerjaan yaitu sebagai karyawan kontrak kerja di 

PT.Standar Biosensor Indonesia dari sejak tanggal 02 Agustus 2022 dan berakhir 

tanggal 31 Desember 2022 salary yang terima perbulannya Rp.30.000.000,- (tiga 

puluh juta rupiah), sebagaimana (vide bukti P.2), dengan demikian dapat dipastikan 

Pembanding tidak mampu lagi memenuhi  semua  permintaan tersebut, dikurangi 

untuk  membayar kredit mobil besarnya Rp..20.677.000/bulan (vide Bukti P.3) yang 

kemudian hanya tersisa kurang dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan 

pendapat Fuqaha dalam kitab Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba’ah yang selanjutnya 

diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut : 

 يشتمل ما  بالنفقة  والمراد .أمة أو  حرة  رجعيا المطلقة للزوجة يجب العدة  النفقة  إن 

 والمسكنة الكسوة أو الإطعام

Artinya : Bahwasannya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami 

dari isteri yang ditalaq raj’i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang 

merdeka atau budak, dan yang termasuk nafkah iddah itu adalah makanan 

(pangan), pakaian (sandang), dan tempat tinggal (papan) ; 

Menimbang, bahwa manakala Pembanding kelak diizinkan untuk 

mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, maka 

sebagai istri yang ditalak wajib menjalani masa iddah, sekurang-kurangnya tiga kali 

suci, dan salah satu tujuan menjalani masa iddah  tersebut, adalah untuk istibra’, 

(membersihkan dan untuk mengetahui kepastian hamil tidaknya), dan istibra’ 

tersebut menyangkut kepentingan suami, dengan hak mendapat nafkah iddah dari 

suami yang mentalak istrinya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah 

Agung RI Nomor 117.K/AG/2002, tanggal 26 April 2004; 

Menimbang, bahwa Pembanding seorang karyawan kontrak kerja di 

PT.Standar Biosensor Indonesia dari sejak tanggal 02 Agustus 2021 dan berakhir 

tanggal 31 Desember 2022 salary yang terima perbulannya Rp.30.000.000,- (tiga 

puluh juta rupiah), sebagaimana (vide bukti P.2), dengan demikian dapat dipastikan 

Pembanding tidak mampu lagi memenuhi  semua  permintaan tersebut, dikurangi 

untuk  membayar kredit mobil besarnya Rp..20.677.000/bulan (vide Bukti P.3) yang 

kemudian hanya tersisa kurang dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka 

selayaknya dari penghasilan tersebut dibagi 3 (tiga), sepertiga untuk suami, 

sepertiga untuk isteri dan sepertiga untuk anaknya, dengan dianalogikan kepada 

Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang berbunyi 
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“Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk 

Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan 

sepertiga untuk anak atau anak-anaknya“, sehingga sepertiga dari penghasilan 

tersebut, setelah dikurangi biaya tak terduga, maka patut ditetapkan sebesar 

Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sedangkan Terbanding menuntut Nafkah 

Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 

maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding,  

sepatutnya Terbading membebankan Pembanding untuk membayar nafkah iddah 

sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan,  sehingga untuk nafkah iddah 

selama 3 bulan =  3 bulan x Rp3.000.000,00 yaitu menjadi sejumlah Rp 

9.000.000,00 (sebilan juta rupiah). Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam 

surat Al-Baqoroh  ayat  286 yang berbunyi sebagai berikut: 

 لا يكلف الله نفسا الا و سعها 

Artinya : “Allah tidak akan membebani suatu beban kepada seseorang diluar 

kemampuannya”. 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah 

mempertimbangkan tepat dan benar, namun tidak mempertimbangkan 

penghasilan Pembanding, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, 

bahwa besaran jumlah nafkah iddah yang harus diberikan Pembanding kepada 

Terbanding, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka nafkah Iddah untuk 

Terbanding selama 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (sebilan juta rupiah)., 

sebagaimana putusan di bawah ini; 

 

2. Dalam Biaya Mut’ah : 

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan 

Tingkat Pertama tentang besaran uang muth’ah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua 

puluh juta rupiah), karena Pembanding sudah pensiun; 

Mernimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Agama 

Cibinong tentang Mut’ah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan 

sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun tidak 

sependapat tentang jumlah nominalnya karena tanpa dasar acuan yang jelas 

mengenai pembebanan mut’ah tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan 

sebagai berikut; 
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Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding 

berpendapat bahwa diktum Putusan Pengadilan Agama Cibinong tentang tuntutan 

uang mut’ah tersebut harus diperbaiki;  

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Mejelis Hakim Tingkat 

Banding terhadap nafkah Iddah, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding telah 

menetapkan besaran nafkah Iddah perbulannya yaitu sebesar Rp3.000.000,00  

(tiga juta rupiah), maka untuk biaya mut’ah ada korelasinya dengan pertimbangan 

nafkah iddah;  

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam 

nafkah iddah dan mut’ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas 

kehendak suami, tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan 

bekas suami, karena itu untuk menentukan jumlah uang mut’ah yang harus dibayar 

oleh Pembanding kepada Terbanding sebagai pemberian terakhir dari suami 

kepada istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai 

berikut: 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan 

dengan Terbanding telah mengabdi sebagai isteri selama 15 tahun, yang tentunya 

banyak suka dan dukanya berumah tangga dengan Terbanding, dan telah 

melahirkan dua orang anak, namun anak nomor dua telah meninggal dunia, dan 

yang masih hidup kini dirawat dan diasuh oleh Terbanding, sudah barang tentu 

sudah sangat wajar apabila Terbanding yang diceraikan oleh Pembanding 

mendapatkan mut’ah, oleh karena itu  besaran uang  mut’ah yang harus dibayarkan 

oleh Pembanding kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu 

mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi 

pendapatnya sendiri di dalam kitab Al Ahwalu Syahsiyah halaman 334 yang 

berbunyi: 

 .انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضا ها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba’da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya 

bagi istri diberi mut’ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah 

habis masa iddahnya;  

Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 

2010 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat 

Banding sendiri; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang 

sudah  memenuhi rasa kepatutan dan keadilan bila Pembanding dihukum untuk 
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memberikan mut’ah kepada Terbanding sejumlah nafkah iddah selama setahun 

atau 12 (dua belas) bulan dan dengan berdasarkan  perhitungan  nafkah iddah 

sejumlah Rp3.000.000,00  (tiga juta rupiah) x 12 bulan = Rp36.000.000,00 (tiga 

puluh enam juta rupiah), dengan demikian maka uang mut’ah yang harus dibayar 

oleh Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam 

juta rupiah); 

3. Dalam Nafkah Lampau : 

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim 

Tingkat Pertama yang menghukum Pembanding untuk membayar nafkah lampau 

sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan hanya sanggup 

memberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),  dan   Majelis Hakim Tingkat 

Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, namun nominalnya 

perlu diperbaiki, karena berdasarkan bukti fakta di persidangan terungkap bahwa  

Pembanding saat ini bekerja sebagai karyawan kontrak kerja di PT.Standar 

Biosensor Indonesia dari sejak tanggal 02 Agustus 2021 dan berakhir tanggal 31 

Desember 2022 salary yang terima perbulannya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta 

rupiah), sebagaimana (vide bukti P.2), dengan demikian dapat dipastikan 

Pembanding tidak mampu lagi memenuhi  semua  permintaan tersebut, dikurangi 

untuk  membayar kredit mobil besarnya Rp..20.677.000,00/bulan (vide Bukti P.3) 

yang kemudian hanya tersisa kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 

sehingga putusan tentang nafkah lampau harus diperbaiki; 

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa lama Pembanding tidak 

memberikan nafkah kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama 

mendasarkan kepada adanya pengakuan dan kesepakatan pisah diantara 

keduanya yaitu sejak bulan April 2022 sampai diajukannya surat permohona cerai, 

yaitu pada tanggal 25 Juli 2022, selama 3 bulan, maka sejak saat itu keduanya 

sepakat melepaskan diri dari hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dan selama 

itu pula Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Terbanding; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding telah memutuskan 

besarannya nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah 

Terbanding yang belum dibayar oleh Pembanding sebesar Rp3.000.000,00  (tiga 

juta rupiah) kali 3 bulan, dengan total sejumlah Rp9.000.000,00  (sembilan juta 

rupiah); 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nafkah lampau 

yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp9.000.000,00  

(sembilan juta rupiah); 

 

4. Dalam Hak Asuh Anak / Hak Hadlanah : 

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, 

tentang gugatan rekonpensi tentang hak asuh anak/hak hadlanah terhadap seorang 

anak, lahir tanggal 26 Mei 2013 berada dalam asuhan Terbanding, Pembanding 

keberatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan 

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu diambil alih menjadi 

pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan 

sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: ”Akibat putusnya 

perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban 

memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan 

anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak 

dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu 

ikut memikul biaya tersebut”. Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi 

Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: “Dalam hal terjadi perceraian: (a) 

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah 

hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Kemudian dalam 

Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam: “Akibat putusnya perkawinan 

karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi 

tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak 

tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat 

pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk 

pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”;  

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kelangsungan tumbuh dan 

berkembangnya anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu 

ditetapkan pemegang hak hadlanah terhadap anak ,  lahir tanggal 26 Mei 2013 

tersebut ; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah 

sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 
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Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Negara, 

Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan 

kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, 

atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.”.  

Menimbang, bahwa Terbanding, berdasarkan putusan Pengadilan Agama 

Cibinong dan berita acara sidang, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa 

Terbanding mempunyai sifat tercela, dan anak, lahir tanggal 26 Mei 2013 belum 

mumayyiz (12) tahun,  atau baru berusia 9 tahun 5 bulan, karna itu hak hadhanah 

harus diberikan kepada Terbanding sebagai ibu kandungnya ; 

. 

Menimbang, bahwa meskipun demikian Terbanding selaku pemegang hak 

hadlanah atas anak tersebut, maka sesuai amanat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 

huruf A angka 4 bahwa Terbanding berkewajiban untuk memenuhi “Hak droit de 

visite” yaitu memberikan kesempatan atau akses kepada Pembanding sebagai 

ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya 

kepada anaknya tersebut bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk 

mempertemukan anak a quo dengan Pembanding sebagai ayah kandungnya demi 

kepentingan anak tersebut, dan apabila Terbanding sebagai pemegang hak 

pemeliharaan (hadlanah) anak tidak memenuhinya, maka dapat dijadikan alasan 

oleh Pembanding untuk mengajukan permohonan pencabutan / pembatalan hak 

pemeliharaan (hadlanah) kepada Pengadilan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Majelis 

Hakim Tingkat Pertama dalam hak pemeliharaan anak/hak hadlanah terhadap anak  

lahir tanggal 26 Mei 2013, harus dikuatkan; 

 

5. Dalam Nafkah Anak : 

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim 

Tingkat Pertama yang menghukum Pembanding untuk membayar nafkah anak 

sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan hanya sanggup 

memberikan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah),  dan  Majelis Hakim Tingkat Pertama 

telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, namun nominalnya perlu 

diperbaiki, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini; 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: ”Akibat putusnya 
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perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban 

memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan 

anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak 

dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu 

ikut memikul biaya tersebut”. Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi 

Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: “Dalam hal terjadi perceraian: (a) 

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah 

hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Kemudian dalam 

Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam: “Akibat putusnya perkawinan 

karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi 

tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak 

tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat 

pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk 

pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”; 

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak hadhanah terhadap anak 

tersebut dalam putusan ini, sebagaimana juga telah dipertimbangkan di atas, yakni 

dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar 

dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang 

semula bersama memelihara dan mendidiknya telah bercerai, maka sebagaimana 

ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan bahwa “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya 

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”. Jo. Pasal 105 huruf c 

Kompilasi Hukum Islam bahwa “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka 

nafkah atau biaya pemeliharaan (hadhanah) dan biaya pendidikan serta biaya 

kesehatan terhadap anak tersebut menjadi tanggungan Pembanding selaku ayah 

kandung dari anak, lahir tanggal 26 Mei 2013; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan 

memperhatikan kebutuhan anak tersebut, tentunya membutuhkan biaya yang 

cukup, oleh karenanya wajar dan patut apabila Pembanding yang bekerja sebagai 

karyawan kontrak kerja di PT.Standar Biosensor Indonesia dari sejak tanggal 02 
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Agustus 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2022 salary yang terima 

perbulannya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sebagaimana (vide bukti P.2), 

dengan demikian dapat dipastikan Pembanding tidak mampu lagi memenuhi  

semua permintaan tersebut, dikurangi untuk  membayar kredit mobil besarnya 

Rp..20.677.000/bulan (vide Bukti P.3) yang kemudian hanya tersisa kurang dari 

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dibagi 3 (tiga), sepertiga untuk 

suami, sepertiga untuk isteri dan sepertiga untuk anaknya, sehingga sepertiga dari 

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, maka biaya seorang anak patut 

ditetapkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, karena itu 

Pembanding patut untuk dihukum memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut 

setiap bulannya minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan 

dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun karena nilai uang yang selalu 

berubah dan biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan yang 

harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding hingga anak tersebut dewasa, 

dapat mandiri atau berumur 21 tahun; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 

1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar 

Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang pokoknya 

menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan 

dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak 

perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah 

iddah, mut’ah dan nafkah lampau dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecuali  

apabila istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut; 

6. Dalam Mahar Nikah : 

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis hakim 

Tingkat Pertama berupa rumah yang beralamat di Ontario UG 5/18 Kota wisata 

RT.3 RW. 19 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, karena 

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, 

dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis 

Hakim Tingkat Pertama, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim 

tingkat Banding, karena itu harus dikuatkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat 
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bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibinong  Nomor 

<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 24  Oktober 2022  Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, sudah tepat dan benar makanya 

harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam  putusan 

dibawah ini; 

 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi : 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, 

oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang 

Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada 

Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan pada tingkat banding harus 

dibebankan kepada Pembanding ; 

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ; 

 

MENGADILI 

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima; 

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 

<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 24  Oktober 2022  Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1444 Hijriyahm .dengan 

perbaikan amar sebagai berikut  

Dalam Konvensi : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi/Terggugat Rekonpensi/ 

Pembanding; 

2. Memberikan ijin kepada Pemohon Konpensi/Terggugat Rekonpensi/ 

Pembanding  (Pembanding)  untuk menjatuhkan talak  satu  terhadap  

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding (Terbanding) di 

hadapan Sidang Pengadilan Agama Cibinong; 

Dalam Rekonvensi : 

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ 

Terbanding; 
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2. Menghukum Pemohon Konpensi/Terggugat Rekonpensi/ Pembanding 

untuk memberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi/Terbanding berupa: 

 a.  Nafkah selama iddah sejumlah Rp.9.000.000 ( sembilan juta rupiah); 

 b.  Mut’ah sejumlah Rp. 36.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah); 

 c. Nafkah lalu/Nafkah Madyah sejumlah Rp.9.000.000 ( sembilan juta 

rupiah); 

3. Menetapkan Hak Asuh Anak/hak hadlanah  , lahir tanggal 26 Mei 2013 

berada dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi/Terbanding dengan memberikan kesempatan atau akses 

kepada Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk menemui anaknya 

guna mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dan apabila 

tidak dilaksanakan dapat dijadikan alasan gugatan pencabutan / 

pembatalan hadhanah ini; 

4. Menetapkan biaya hadlanah kepada anak sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga 

juta rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar 

biaya kesehatan dan perdidikan, dan akan bertambah 10% setiap 

tahunnya; 

5. Menghukum Pemohon Konpensi/Terggugat Rekonpensi/Pembanding untuk 

melaksanakan kewajiban sebagaimana diktum putusan nomor 2.a, 2.b,  

dan 2.c setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan atau sesaat sebelum 

Pemohon Konpensi/Terggugat Rekonpensi/Pembanding mengucapkan 

ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi/Terbanding; 

6. Menghukum Pemohon Konpensi/Terggugat Rekonpensi/Pembanding untuk 

menyerahkan mahar berupa rumah yang berlokasi di Kabupaten BOGOR, 

kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding  

sebagaimana yang disebutkan dalam mahar perkawinan; 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi; 

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk 

membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.400.000.-

(empat ratus ribu rupiah); 

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam 

tingkat banding  sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal  8 Desember 2022  

Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah,  oleh kami 

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Ali Imron, 

S.H. dan  Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.  masing-masing sebagai Hakim 

Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan 

Penetapan Nomor 326/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal  28 Nopember 2022, putusan 

tersebut diucapkan pada hari  itu juga  dalam sidang terbuka  untuk  umum  oleh   

Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu  Asep 

Parhanil Ibad, S. Ag., MM. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri 

Pembanding dan Terbanding; 

             Ketua Majelis 

 

ttd 

 

   Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. 

                  Hakim Anggota 

ttd 

          

Drs. H. Ali Imron, S.H. 

              Hakim Anggota 

                       ttd 

 

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. 

 

 

Panitera Pengganti 

ttd 

 

Asep Parhanil Ibad, S. Ag., MM. 
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Rincian biaya: 

1. Administrasi  : Rp130.000,00 

2. Redaksi   : Rp  10.000,00 

3. Meterai   : Rp  10.000,00 + 

Jumlah   : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). 

 

Untuk salinan sesuai dengan aslinya 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

Panitera, 

 

 

 

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H. 

 


